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BAB V                                                                                                                   

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1 Dasar Hakim agung menilai bahwa adanya itikad tidak baik passing off merek 

tergugat yaitu adanya persamaan nama dan bunyi merek starbucks tergugat 

dan penggugat yang bertentangan dengan pasal 21 ayat 1 UU Merek 2016. 

Selanjutnya hakim agung mengakui merek Penggugat merupakan well-known 

mark yang sudah didaftarkan terlenih dahulu di wilayah nya dan di berbagai 

Negara dan sudah memenuhi well-known mark berdasarkan Permenkumham 

Nomor 12 tahun 2021. Selanjutnya hakim agung menimbang ratifikasi paris 

convention bahwa well-known mark anggota paris convention harus dilindungi 

di Negara anggota lainnya. Sehingga dasar ini cukup kuat untuk mengabulkan 

permohonan pemohon kasasi dan membatalkan putusan pertama sebelumnya  

2 Pelaksanaan Pendaftaran Merek passing off dikaitkan dengan Asas Umum 

Pemerintahan yang baik.Pejabat pendaftaran merek selaku pelaksana dalam 

melindungi para pemilik merek yang mendaftarkan mereknya dan 

memeriksaan permohonan pendaftaran merek pastinya dilandasi dengan asas 

umum pemerintahan yang baik (AUPB) sesuai pasal 10 Undang Undang 

Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.permohonan merek 

diperiksa agar tidak terjadi tindakan passing off. Namun das sollen tidak sesuai 

dengan das sein nya dan terbukti bahwa ada beberapa AUPB yang belum 

terpenuhi pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek oleh Pejabat Pendaftaran 

Merek 

B. Saran 

1 Seharusnya hakim tingkat pertama lebih cermat dan hati hati dalam memutus 

suatu perkara serta mampu mengadopsi peraturan peraturan internasional yang 

terikat dengan Indonesia agar kedepannya tidak terjadi kesalahan memutus 

perkara tindakan passing off. 

2 Seharusnya pelaksanan pendaftaran merek oleh Direktorat Kekayaan 

Intelektual selaku Pejabat Pendaftaran Merek harus lebih memerhatikan asas 

umum pemerintahan yang baik dalam memeriksa permohonan merek agar 

meminimalisir tindakan itikad tidak baik dan berhak menghapus merek yang 
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mempunyai persamaan nama merek dengan well-known mark yang sudah 

terdaftar terlebih dahulu. 

  


